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Abstrak 

Kajian ini mengulas literatur mengenai peran usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam 

berkontribusi terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di Indonesia. Studi ini 

mengkaji, melalui tinjauan sistematis literatur akademis, bagaimana kebijakan pajak untuk usaha kecil 

berkontribusi terhadap pencapaian SDGs. Temuan utama menunjukkan bahwa pajak terhadap usaha kecil 

dan menengah dapat berkontribusi terhadap tujuan keberlanjutan dalam meningkatkan hasil 

pembangunan pemerintah. Mengembangkan praktik bisnis yang berkelanjutan. Namun, ada juga tantangan 

seperti kurangnya undang-undang perpajakan. Kurangnya pengetahuan tentang tujuan keberlanjutan dan 

hambatan birokrasi. Studi ini menyoroti pentingnya menyelaraskan kebijakan perpajakan UKM dengan 

tujuan keberlanjutan dan merekomendasikan langkah-langkah kebijakan untuk meningkatkan partisipasi 

sektor ini dalam pembangunan berkelanjutan. Studi ini juga mengatasi kesenjangan dalam literatur yang 

ada. dan menyarankan arah untuk penelitian masa depan. Hal ini mencakup penelitian empiris mengenai 

dampak kebijakan pajak UKM terhadap indikator SDG tertentu. Hasil penelitian ini dapat memberikan 

informasi yang berguna bagi para pengambil kebijakan guna mengembangkan sistem perpajakan yang lebih 

efisien dan berkelanjutan bagi UKM Indonesia. Memperkuat peran usaha kecil dan menengah dalam 

mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan tahun 2030. 

Kata Kunci: Sustainable Development Goals (SDGs); Pajak; UMKM. 
 

Literature Analysis on the Role of MSME Taxes in Supporting the 

Achievement of Sustainable Development Goals (SDGs) in Indonesia 

 

Abstract 

This study reviews the literature on the role of micro, small and medium enterprises (MSMEs) in 

contributing to the achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs) in Indonesia. The study 

examines, through a systematic review of academic literature, how tax policies for small businesses 

contribute to the achievement of the SDGs. Key findings suggest that taxation of small and medium 

enterprises can contribute to the sustainability goals of improving government development outcomes. 

Developing sustainable business practices. However, there are also challenges such as the lack of tax laws. 

Lack of knowledge about sustainability goals and bureaucratic barriers. The study highlights the 

importance of aligning MSME tax policies with sustainability goals and recommends policy measures to 

enhance the sector’s participation in sustainable development. The study also addresses gaps in the existing 

literature. and suggests directions for future research. This includes empirical research on the impact of 

MSME tax policies on selected SDG indicators. The results of this study can provide useful information for 

policy makers to develop a more efficient and sustainable tax system for Indonesian MSMEs. Strengthening 

the role of small and medium enterprises in achieving the 2030 sustainable development goals. 

Keywords: Sustainable Development Goals (SDGs); Tax; MSMEs. 
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A. PENDAHULUAN 

Sustainable Development Goals (SDGs) 
merupakan agenda global yang disepakati 
oleh negara-negara anggota Perserikatan 
Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2015 
(Fahri, 2024). Agenda tersebut terdiri dari 17 
tujuan dan 169 target yang ingin dicapai pada 
tahun 2030, dan Indonesia menjadi salah satu 
diantaranya. penandatangan komitmen ini 
harus berkomitmen dan bertanggung jawab 
untuk melaksanakan SDGs untuk 
pembangunan nasional. Namun dalam 
pelaksanaanya pada konteks lokal hal ini 
seringkali memunculkan permasalahan 
(Afandi et al.,2021; Pradesa dan Agustina, 
2020) tidak hanya pada sektor privat maupun 
lainnya (Agustina dan Pradesa, 2024; Taufik 
et al., 2022). Dalam mencapai SDGs di 
Indonesia salah satu hal yang tidak dapat 
dikecualikan adalah peran sektor Usaha 
Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). UMKM 
memainkan peran penting dalam 
perekonomian dan lapangan kerja negara 
(Kumalasari et al., 2022). Sementara UMKM 
dengan berbagai dinamika yang dihadapinya 
tetap dituntut untuk berkreasi dan berupaya 
secara strategis (Indarsyah et al., 2023; 
Tindaon dan Asty, 2023; Tindaon, 2023; 
Rahman et al., 2020; Nugroho et al., 2020) 
dalam mencapai daya saing yang 
berkelanjutan agar dapar berkontribusi 
dalam pembangunan perekonomian. Namun 
diketahui terdapat kesulitaan meningkatkan 
kepatuhan pajak pada sektor UMKM 
(Tindaon dan Rahman, 2018), sehingga hal ini 
dapat menyulitkan terlaksananya tujuan SDG 
. 

Di Indonesia Usaha kecil dan menengah 
merupakan tulang punggung perekonomian 
Indonesia. Negara ini menyumbang sekitar 
60% dari produk domestik bruto (PDB) 
negara tersebut dan mempekerjakan sekitar 
97% angkatan kerja negara tersebut. Sebagai 
penggerak utama perekonomian, UMKM 
memiliki potensi besar untuk mencapai 
tujuan pembangunan berkelanjutan di 

berbagai bidang seperti penciptaan lapangan 
kerja dan kemiskinan terutama di daerah 
sub-urban seperti desa (Wijayanti dan Taufik, 
2022; Taufik et al., 2022). Untuk mendukung 
pencapaian tujuan pembangunan 
berkelanjutan, pemerintah Indonesia telah 
menerapkan beberapa kebijakan.  Pajak-
pajak ini dapat meningkatkan pendapatan 
pemerintah untuk proyek-proyek 
pembangunan berkelanjutan seperti 
pengentasan kemiskinan. Namun pajak bagi 
UMKM mempunyai kelebihan dan 
kekurangan terutama dampak terhadap 
kelangsungan hidup dan daya saing 
perusahaan kecil dan menengah. Namun 
tingkat kepatuhan pajak di kalangan UKM 
masih rendah, hal ini kemungkinan 
disebabkan oleh beberapa hal, seperti 
kurangnya pengetahuan perpajakan. 
Rendahnya kesadaran akan pentingnya 
membayar pajak atau persepsi bahwa beban 
pajak terlalu tinggi dapat menghambat upaya 
pemerintah dalam mencapai Tujuan 
Pembangunan Berkelanjutan. 

Belum ada penelitian yang secara khusus 
menganalisis peran pajak UMKM dalam 
mendukung pencapaian SDGs di Indonesia. 
Penelitian sebelumnya berfokus pada isu-isu 
yang lebih spesifik, Tinjauan literatur yang 
disajikan memberikan gambaran mengenai 
upaya yang telah dilakukan untuk 
meningkatkan kepatuhan pajak UKM, seperti 
penerapan pajak karbon (Fandira et al., 2022; 
Meila et al., 2024) integrasi zakat dan pajak 
(Nikmah, 2022),serta insentif ekonomi dalam 
perpajakan wabah COVID-19 (Kumalasari et 
al., 2022) yang mempertimbangkan 
perubahan pola konsumsi di masyarakat 
(Nugroho et al., 2021; Ravenska dan Zulvia, 
2022). Namun, masih ada beberapa 
kesenjangan yang belum terisi dalam 
penelitian sebelumnya Peran spesifik pajak 
UKM dalam mendukung pencapaian SDGs di 
Indonesia. 

Tantangan penerapan kebijakan perpajakan 
yang efektif bagi UKM untuk mendukung 
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SDGs belum sepenuhnya tereksplorasi 
(Marlinah, 2020). Degradasi lingkungan 
Kurangnya koordinasi antar berbagai sektor 
dan perubahan iklim dapat menghambat 
upaya pencapaian SDGs melalui kebijakan 
perpajakan untuk UKM. Belum ada penelitian 
yang memberikan rekomendasi atau strategi 
kebijakan komprehensif kepada pemerintah 
mengenai optimalisasi peran pajak UKM 
dalam mendukung pencapaian SDGs di 
Indonesia (Sitorus & Sinaga, 2024). 

Penelitian lain yang dilakukan oleh (Saputra 
& Meivira, 2020)menunjukkan bahwa pajak 
dan pendidikan penting bagi usaha kecil. 
Kurangnya pemahaman tentang sistem 
perpajakan seringkali menghalangi usaha 
kecil untuk memanfaatkan manfaat pajak. 
Pemerintah diharapkan lebih proaktif dalam 
memberikan pengetahuan perpajakan 
kepada UKM di Indonesia. Di sisi lain, (Nisaak 
& Khasanah, 2022)menunjukkan bahwa 
kebijakan perpajakan yang tidak stabil dan 
terus berubah dapat mengancam stabilitas 
UKM. Oleh karena itu, konsistensi kebijakan 
perpajakan merupakan faktor penting dalam 
mendukung pembangunan berkelanjutan 
dari UMKM. 

Mengingat kesenjangan penelitian ini, 
diperlukan penelitian untuk menganalisis 
secara mendalam peran pajak UMKM dalam 
mendukung pencapaian SDGs di Indonesia. 
Analisis ini mengkaji isu-isu seperti pajak 
UMKM, dampak pajak terhadap aktivitas 
UMKM dan potensi pajak UMKM untuk 
membiayai proyek pembangunan 
berkelanjutan. Kami berharap penelitian ini 
dapat memberikan perspektif yang lebih 
komprehensif mengenai peran perpajakan 
UMKM dalam mendukung pencapaian 
melalui kebijakan perpajakan yang efektif 
bagi UKM. Khususnya yang terkait dengan 
pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan 
berkelanjutan termasuk memperkuat tata 
kelola yang baik. 

B. PEMBAHASAN  

Pajak merupakan salah satu alat kebijakan 
fiskal yang digunakan pemerintah untuk 
meningkatkan pendapatan. Untuk usaha kecil 
Aspek perpajakan Berbeda dengan usaha 

besar, pajak pada UKM seringkali dirancang 
untuk memberikan insentif dan peluang bagi 
sektor tersebut untuk tumbuh dengan cepat. 
sesuai dengan peraturan nomor Sesuai 
dengan Keputusan Pemerintah Republik 
Indonesia tanggal 23 September 2018 Tarif 
pajak bagi usaha kecil dan menengah adalah 
sebesar 0,5% dari penghasilan untuk 
kepentingan usaha kecil dan menengah 
(Siallagan et al., 2020). 

UMKM berperan penting dalam mencapai 
beberapa Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan, seperti Pengentasan 
kemiskinan (SDG 1). Usaha kecil dan 
menengah dapat berkontribusi dalam 
mengurangi kemiskinan melalui penciptaan 
lapangan kerja (Chopra et al., 2022). Dengan 
kesederhanaan sistem perpajakan, 
perusahaan kecil dan menengah dapat 
beroperasi lebih efisien dan memperluas 
cakupan operasinya. 

Pendidikan berkualitas (SDG 4) Banyak 
UMKM yang mampu menyekolahkan anak 
mereka ke perguruan tinggi karena 
pendapatan yang mereka hasilkan (Chopra et 
al., 2022). Kebijakan keuangan yang ramah 
UMKM memperkuat daya beli keluarga UKMM 
dan memungkinkan mereka berinvestasi di 
bidang pendidikan . Usaha kecil dan menengah 
mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif 
dengan menciptakan lebih banyak lapangan 
kerja di Indonesia. Pembebasan pajak 
mendorong pendirian dan pengembangan 
perusahaan  

Industri, Inovasi dan Infrastruktur (SDG 9) 
Insentif pajak mendorong UKM untuk 
berinovasi dan meningkatkan kualitas produk 
dan layanan mereka. Hal ini mendukung 
pembangunan industri yang berkelanjutan 
dan inklusif. Mengurangi ketimpangan (SDG 
10): Pengembangan usaha kecil, menengah, 
dan menengah berkontribusi dalam 
mengurangi ketimpangan ekonomi regional 
(Setiawan, 2023). Berikut yang termasuk 
Peran Pajak UMKM dalam Mendukung 
Pencapaian Sustainable Development Goals 
(SDGs) di Indonesia : 
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1. Perusahaan mikro, kecil dan 
menengah merupakan basis ekonomi 
dari Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan 

Perpajakan terhadap UMKM adalah sumber 
pembiayaan untuk Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan. Kehadiran usaha kecil dan 
menengah dalam perekonomian negara 
memainkan peran mendasar dalam mencapai 
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di 
Indonesia (Aliyah, 2022). Pajak UMKM dapat 
dipahami sebagai sumber utama pembiayaan 
proyek-proyek pemerintah (Siallagan et al., 
2020). 

UMKM berada di garis depan dalam mencapai 
pilar ekonomi Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan, menciptakan lapangan kerja 
mempromosikan kreativitas dan inovasi 
bisnis dan mendorong pertumbuhan ekonomi 
yang inklusif dan berkelanjutan. Mengingat 
besarnya jumlah usaha kecil dan menengah di 
Indonesia, maka potensi penerimaan pajak 
dari sektor ini sangat besar. Akses terhadap 
pendanaan yang memadai dan berkelanjutan 
merupakan hal mendasar untuk mencapai 
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. 
Pendapatan tambahan ini dapat dialokasikan 
untuk proyek-proyek. Kegiatan ini selaras 
dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 1 
(tidak ada kemiskinan) dan Tujuan 
Pembangunan Berkelanjutan 9 (inovasi dan 
infrastruktur bisnis) (Sitorus & Sinaga, 2024). 

2. Tanggung jawab keuangan dan 
kelangsungan keuangan perusahaan 
kecil dan menengah 

Penelitian ini memberikan analisis mendalam 
mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi 
kepatuhan pajak oleh UKM (Shafira 
Kumalasari et al., 2022). Kepatuhan 
perpajakan yang lebih baik menjamin 
penerimaan pajak yang stabil dan 
berkelanjutan. Hal ini mencakup dukungan 
keuangan jangka panjang untuk proyek-
proyek pemerintah yang terkait dengan 
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.  

Upaya bersama untuk mencapai Tujuan 
Pembangunan Berkelanjutan. Terkait pajak 
UKM di Indonesia Semua aspek sistem 

perpajakan UKM (pendaftaran, pelaporan, 
pembayaran), mendukung tujuan 
Pembangunan Berkelanjutan tertentu seperti 
pengentasan kemiskinan (SDG 1) dan 
keberlanjutan lapangan dan membantu – atau 
konsumsi dan produksi yang berkelanjutan 
dan bertanggung jawab (SDG 12). Kepatuhan 
diharapkan meningkat ketika UKM menyadari 
bahwa pajak yang mereka bayarkan 
berkontribusi terhadap pencapaian Tujuan 
Pembangunan Berkelanjutan. 

3. Insentif pajak bagi perusahaan kecil 
dan menengah merupakan salah satu 
alat kebijakan untuk mencapai tujuan 
pembangunan berkelanjutan 

Studi ini membahas peran insentif pajak bagi 
usaha kecil. Apalagi di masa pandemi COVID-
19. Meskipun pemberian manfaat pajak jangka 
pendek dapat mengurangi pendapatan 
pemerintah, kebijakan ini dapat dianggap 
sebagai investasi jangka panjang untuk 
menjamin kelangsungan usaha kecil dan 
menengah. Ketahanan sektor UMKM sangat 
penting untuk mencapai banyak Tujuan 
Pembangunan Berkelanjutan khususnya, 
mengurangi kemiskinan (SDG 1), menciptakan 
lapangan kerja yang layak dan pertumbuhan 
ekonomi (SDG 8) dan kesenjangan (SDG 10).  

Pendapat ini didukung oleh (Chopra et al., 
2022), pemulihan ekonomi pascapandemi 
yang dapat dicapai dengan kebijakan fiskal 
yang tepat. Usaha kecil adalah tulang 
punggung perekonomian negara. Ini 
memainkan peran penting dalam proses 
pemulihan ini. Oleh karena itu, penting untuk 
merancang sistem perpajakan bagi UKM yang 
mendukung pemulihan bisnis sekaligus 
mencapai Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan. 

4. Pendidikan keuangan dan tujuan 
pembangunan berkelanjutan 

Peran informasi perpajakan untuk 
meningkatkan kepatuhan wajib pajak usaha 
kecil. Kesadaran yang lebih besar ini dapat 
mendorong pembayaran pajak sukarela oleh 
UKM, yang penting bagi keberlanjutan sistem 
perpajakan dan pencapaian Tujuan 
Pembangunan Berkelanjutan (Saputra & 
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Meivira, 2020). Maka, pendidikan 
berpengaruh terhadap pelaksanaan 
pembayaran pajak UMKM. 

5. Strategi pembangunan berkelanjutan 

(Hari Kristianto, 2020)menyoroti pentingnya 
strategi untuk mencapai tujuan pembangunan 
berkelanjutan bagi UMKM di Indonesia. 
Inovasi berfokus pada bagaimana strategi 
pajak untuk UMKM dapat diselaraskan dengan 
tujuan pembangunan berkelanjutan. Misalnya, 
bagaimana struktur pajak untuk UMKM dapat 
mendorong praktik bisnis ramah lingkungan 
atau mendukung inklusi sosial. Tinjauan ini 
menyoroti pentingnya kebijakan ekonomi 
yang mendorong pertumbuhan inklusif dan 
seimbang tanpa merusak lingkungan.  

Dalam konteks ini, pajak terhadap UKM dapat 
dipahami tidak hanya sebagai sarana 
peningkatan pendapatan negara. Namun hal 
ini juga merupakan cara untuk memandu 
perilaku UMKM menuju praktik bisnis yang 
lebih berkelanjutan. Misalnya, pajak 
membantu mencapai Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan 8 (pekerjaan layak dan 
pertumbuhan ekonomi), memberikan 
keringanan pajak kepada perusahaan kecil 
dan menengah yang menggunakan teknologi 
ramah lingkungan atau mempekerjakan 
penduduk, pekerja, komunitas ekonomi dan 
masyarakat kurang mampu (Sitorus & Sinaga, 
2024). 

6. Kerjasama dengan berbagai Pihak 

Kerja sama antara pemerintah, sektor swasta 
dan masyarakat sipil untuk mencapai Tujuan 
Pembangunan Berkelanjutan (Firmansyah, 
2024). Untuk mencapai tujuan pembangunan 
berkelanjutan terkait pajak UMKM, diperlukan 
kerjasama yang erat antara berbagai pihak. 
Pemerintah, melalui Direktorat Jenderal Pajak, 
dapat memimpin inisiatif dengan menyusun 
kebijakan pajak yang mendukung 
pertumbuhan UMKM sekaligus memastikan 
penerimaan negara yang optimal. 
Kementerian Koperasi dan UKM dapat 
berkolaborasi dalam merancang program 
edukasi dan pendampingan terkait kewajiban 
perpajakan bagi pelaku UMKM.  

Sektor swasta, terutama perusahaan teknologi 
finansial, dapat berkontribusi dengan 
mengembangkan platform digital yang 
memudahkan UMKM dalam menghitung, 
melaporkan, dan membayar pajak. Lembaga 
pendidikan tinggi dapat melakukan riset 
untuk mengoptimalkan sistem perpajakan 
UMKM, sementara asosiasi pengusaha UMKM 
dapat menjadi jembatan komunikasi antara 
pemerintah dan pelaku usaha. Media massa 
dan platform digital berperan penting dalam 
menyebarluaskan informasi dan 
meningkatkan kesadaran pajak di kalangan 
UMKM. Dengan kolaborasi sinergis ini, 
diharapkan dapat tercipta ekosistem 
perpajakan UMKM yang adil, efisien, dan 
mendukung pembangunan berkelanjutan, 
sejalan dengan visi Society 5.0 yang 
mengedepankan integrasi teknologi untuk 
kesejahteraan masyarakat. 

7. Transparansi dan tanggung jawab 

Sebagaimana dikemukakan dalam artikel ini, 
tata kelola yang baik memerlukan 
transparansi dan akuntabilitas dalam 
pengelolaan sumber daya publik (Sari, 2019). 
Pemerintah perlu menunjukkan kepada UKM 
bahwa pendapatan pajak dikelola dengan baik 
dan digunakan untuk proyek-proyek yang 
mendukung Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan. Sistem perpajakan yang 
transparan bagi UMKM yang secara jelas 
mengatur penggunaan pajak akan membantu 
meningkatkan kepercayaan pemilik UMKM 
terhadap sektor publik. Hal ini juga dapat 
meningkatkan regulasi fiskal sejalan dengan 
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 
mendukung SDG 16 (perdamaian, keadilan 
dan institusi yang kuat). 

Dengan pengelolaan yang benar, pajak usaha 
kecil dapat menjadi sumber pendanaan 
program pemberdayaan masyarakat. Tujuan 
Pembangunan Berkelanjutan 1 (pencegahan 
kemiskinan) dan Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan 10 dapat dicapai jika sebagian 
pendapatan pajak dari usaha kecil dan 
menengah dialokasikan untuk pelatihan 
wirausaha. Akses terhadap kebijakan 
keuangan mikro Mengembangkan 
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infrastruktur di daerah tertinggal untuk 
mengurangi ketimpangan. 

8. Pemantauan dan evaluasi 

Sistem pemantauan dan evaluasi yang kuat 
diperlukan untuk mengukur kemajuan 
menuju Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 
(Sari, 2019). Dalam kasus pajak UKM, hal ini 
dapat berarti mengembangkan indikator 
spesifik yang tidak hanya mengukur nilai 
penerimaan pajak. namun juga dampak sosial 
dan lingkungan dari penggunaan dana 
tersebut. Tinjauan rutin membantu 
menyelaraskan praktik perpajakan UKM 
dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 
secara lebih efektif. 

9. Keadilan dan kesetaraan 

Ide penggabungan zakat dan jenis pajak 
lainnya didasarkan pada prinsip keadilan dan 
kesetaraan (Nugroho et al., 2022). Sedangkan 
untuk memungut pajak dari UMKM dapat 
dilakukan dengan sistem perpajakan yang 
benar-benar adil, dimana UMKM membayar 
pajak sesuai dengan kemampuan dan 
keterampilannya. Sistem yang adil ini 
mendorong kepatuhan keuangan. Hal ini 
berkontribusi terhadap pencapaian Tujuan 
Pembangunan Berkelanjutan untuk 
mengurangi kesenjangan (SDG 10) dan 
mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif 
(SDG 8). 

10. Kebijakan Dukungan 

Untuk mendukung pembangunan 
berkelanjutan, diperlukan langkah-langkah 
dukungan seperti penyederhanaan 
administrasi perpajakan dan dengan 
memberikan dukungan dan pelatihan kepada 
pengelola UKM. Kebijakan ini akan 
memudahkan UKM dalam memenuhi 
kewajiban perpajakannya. dan meningkatkan 
pemahaman tentang dampak pajak terhadap 
pencapaian SDGs (Hari Kristianto, 2020). 

11. Tantangan keuangan bagi perusahaan 
kecil dan menengah untuk mencapai 
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 

Sektor UMKM di Indonesia menghadapi 
beberapa tantangan dalam konteks 
perpajakan dan pembangunan berkelanjutan. 

Masalah utama meliputi birokrasi yang rumit 
(Khusnul & Adinda, Tamara, 2022), rendahnya 
pemahaman keuangan dan pajak (Saputra & 
Meivira, 2020), kurangnya monitoring 
penggunaan insentif pajak, tantangan 
digitalisasi dan persaingan global, serta 
Perlunya menjaga kearifan lokal.  

Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, 
diperlukan pendekatan komprehensif yang 
mencakup penyederhanaan sistem 
perpajakan, peningkatan edukasi keuangan 
dan pajak bagi UMKM, melakukan monitoring 
dan evaluasi berkala terhadap insentif pajak, 
merancang kebijakan pajak yang mendorong 
praktik bisnis berkelanjutan, mengalokasikan 
pendapatan pajak UMKM untuk program 
pembangunan berkelanjutan, memberikan 
keringanan pajak untuk UKM yang 
mengadopsi teknologi ramah lingkungan atau 
mempekerjakan masyarakat kurang mampu, 
mendukung pengembangan jiwa 
kewirausahaan dan adopsi teknologi digital 
serta memprioritaskan produk lokal dan 
menjaga kearifan budaya.  

Pemerintah perlu merancang kebijakan pajak 
yang tidak hanya meningkatkan penerimaan 
negara, tetapi juga mendorong praktik bisnis 
berkelanjutan. Ini dapat dilakukan melalui 
insentif pajak untuk UMKM yang menerapkan 
teknologi ramah lingkungan atau 
mempekerjakan masyarakat kurang mampu. 
Penting juga untuk mengalokasikan 
pendapatan pajak UKM ke program 
pembangunan berkelanjutan dan melakukan 
monitoring berkala terhadap efektivitas 
kebijakan. Dengan pendekatan ini, 
optimalisasi penerimaan pajak dari sektor 
UKM dapat sejalan dengan pencapaian Tujuan 
Pembangunan Berkelanjutan, sambil tetap 
menjaga kearifan lokal dan daya saing produk 
dalam negeri. 

 
C. PENUTUP DAN REKOMENDASI 
Pajak usaha mikro, kecil dan menengah serta 
usaha kecil berperan penting dalam 
membantu Indonesia mencapai Tujuan 
Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). 
Kebijakan perpajakan yang tepat tidak hanya 
mendorong pertumbuhan perusahaan kecil 
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dan menengah. Namun hal ini juga 
berkontribusi terhadap pencapaian sejumlah 
tujuan pembangunan berkelanjutan, seperti 
pengentasan kemiskinan. Peningkatan 
kualitas pendidikan dan pertumbuhan 
ekonomi inklusif memerlukan kebijakan 
keuangan yang sangat efektif dan efisien 
untuk menciptakan usaha kecil dan 
menengah yang kuat, berkelanjutan, dan 
dinamis. Hal ini berkontribusi terhadap 
pembangunan berkelanjutan di Indonesia. 
Segala upaya harus dilakukan pemerintah, 
termasuk kesadaran perpajakan. 
Meningkatkan kepatuhan dan transparansi 
bagi perusahaan kecil dan menengah. Ketika 
merencanakan kebijakan perpajakan untuk 
usaha kecil dan menengah, Tujuan 
Pembangunan Berkelanjutan harus 
diperhitungkan. Hal ini dapat menyebabkan 
pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. 
Selain itu, penelitian lebih lanjut diperlukan 
untuk menilai dampak pajak terhadap usaha 
mikro, kecil, dan menengah terhadap 
pencapaian Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan Indonesia dapat memastikan 
efisiensi implementasi kebijakan yang lebih 
berdampak besar bagi pembangunan di 
Indonesia. 
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